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“It is the responsibility of intellectuals  
to speak the truth and to expose lies.” 
(Noam Chomsky: 1967)
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Abstrak

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan ber-
pendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksis-
tensi kaum intelektual dan institusi akademik. Kebebasan aka-
demik merupakan hal esensial bagi eksistensi, fungsi, dan peran 
mereka dalam peradaban, oleh karena itu perlu dirawat dan di- 
jaga terus-menerus oleh semua pemangku kepentingan supaya 
memberikan manfaat bagi publik dan menjadi penggerak utama 
dalam upaya memajukan peradaban dan menyejahterakan ma-
syarakat. Tulisan singkat ini menguraikan urgensi dan relevansi 
kebebasan akademik serta peluang terjadinya kemerosotan dan 
pembusukan. Dari waktu ke waktu, muncul dinamika dalam 
upaya merawat dan memaknai kebebasan akademik. Kaum ter-
pelajar dan intelektual dapat memanfaatkan kebebasan akade-
mik untuk menghadirkan pemikiran yang jernih dan mencerah-
kan, mengedepankan kesadaran nurani sebagai tanggung jawab 
profetik untuk membela keadilan dan kebenaran. Namun, me- 
reka juga punya peluang untuk melakukan pembusukan mana- 
kala mereka mencederai integritas dan etika akademik, meng- 
khianati kepercayaan publik, dan melawan upaya pemajuan per- 
adaban.
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I. Pendahuluan

Keberadaan universitas atau institusi pendidikan tinggi sangat 
diperlukan dan menjadi penanda kemajuan suatu kelompok 
masyarakat atau bangsa. Kemajuan dan tingkat kompetitif suatu 
bangsa di hadapan lanskap komunitas global pada umumnya 
ditandai dengan kehadiran dan kemajuan institusi pendidikan 
tinggi yang secara terus-menerus didukung, dirawat, dan dikem-
bangkan oleh bangsa dan negara yang bersangkutan. Keber- 
adaan dan capaian institusi pendidikan tinggi yang relevan de-
ngan tantangan yang dihadapi masyarakatnya akan dicatat se-
bagai kontribusi terhadap kemajuan peradaban. 

Keberadaan dan seluruh proses yang terjadi pada institusi 
pendidikan tinggi mensyaratkan adanya kebebasan akademik 
dan otonomi yang melekat padanya. Kebebasan akademik me- 
rupakan hak universal dan karakter dasar bagi keberlangsungan 
pendidikan tinggi atau institusi akademik. Kebebasan akademik 
juga merupakan hal esensial bagi kualitas pendidikan, pengajar- 
an, dan penelitian bagi institusi pendidikan di mana pun. Kebe-
basan akademik menjadi pemicu dan pengarah bagi muncul dan 
berkembangnya inovasi, meningkatkan kapasitas para akademisi 
dan mahasiswa untuk memacu dirinya dalam menguasai penge-
tahuan, bahkan dapat merawat kapasitas masyarakatnya untuk 
melakukan refleksi diri (self-reflection) yang sangat diperlukan 
untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan hidupnya.1

Kebebasan akademik merupakan napas dan episentrum 
proses kegiatan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Ke-
bebasan akademik yang melekat pada sivitas akademika institusi 

1	 Katrin Kinzelbach, et.al . 2021, Free Universities: Putting the Academic Freedom Index Into 
Action: e Global Public Policy Institute (GPPi) Report March 2021. Tautan: https://www.
gppi.net/2021/03/11/free-universities 
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perguruan tinggi telah memungkinkan lahir dan berkembang- 
nya pemikiran-pemikiran otentik dan kreatif dari intelektual 
yang sangat dperlukan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, tek- 
nologi, dan peradaban manusia. Sebagian negara dan perguruan 
tinggi di berbagai wilayah dunia memiliki tradisi yang panjang 
dan komitmen kuat untuk merawat dan mengembangkan kebe-
basan akademik. 

Dalam sejarah umat manusia, kita menyaksikan tradisi ke-
cendekiawanan yang sangat besar kontribusinya bagi perkem-
bangan peradaban yang dimungkinkan karena adanya jaminan 
kebebasan berpikir, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, 
dan kebebasan akademik untuk melakukan pencarian kebe-
naran dan melakukan verifikasi terhadap temuan-temuan yang 
dihasilkan. Tradisi kebebasan ini terdapat dalam masyarakat 
Barat (Eropa) maupun masyarakat pada belahan Timur (Asia). 
Tradisi kebebasan berpikir dan berpendapat serta kebebasan 
untuk melakukan kerja cendekiawan inilah yang memicu te-
muan-temuan baru yang sangat berguna bagi peradaban dan 
keberlanjutan umat manusia.

Namun, kebebasan akademik sering kali juga disalahpa- 
hami bahkan diancam, digugat, dan ditindas dengan beragam 
cara. Pemikiran dan temuan-temuan intelektual yang lahir ka- 
rena dilandasi oleh prinsip kebebasan berpendapat dan kebe-
basan akademik itu, tidak jarang tidak sejalan dan harus berha-
dapan dengan kekuatan dan kepentingan lain, termasuk kepen- 
tingan politik pihak tertentu, sehingga kebebasan akademik 
harus menghadapi berbagai tekanan dan ancaman. Tekanan dan 
ancaman tersebut diarahkan kepada para akademisi yang melak-
sanakan kerja-kerja intelektual maupun pada institusi akademik 
yang menaunginya.

Dalam praktik, kebebasan akademik dan kerja-kerja in-
telektual perlu juga mencermati terjadinya proses pembusukan 
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yang menggerus dan mendegradasi makna kebebasan akademik 
dan fungsi serta martabat intelektual.

II. Landasan Normatif Kebebasan Berpikir,  
Kebebasan Berpendapat, dan Kebebasan Akademik

Pada dasarnya kebebasan akademik dikaitkan dan berjalan pa-
ralel dengan kebebasan berpendapat. Keberadaan hak atas kebe-
basan berpendapat dalam sistem hukum dan ketatanegaraan 
Indonesia dapat ditemukan rujukannya di dalam Pasal 28E ayat 
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebe-
basan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Kebebasan akademik yang menjadi payung bagi keber- 
adaan dan keberlanjutan institusi pendidikan tinggi, secara nor-
matif dan praktis dijamin oleh aturan hukum dan standar prak-
tik yang diterima secara universal. 

Prinsip kebebasan akademik lahir dari dan merupakan ke-
lanjutan prinsip kebebasan berpikir yang merupakan hak asasi 
manusia yang fundamental. Kebebasan akademik berimplikasi 
pada kebebasan untuk melakukan pendidikan, pembelajaran, 
dan penelitian yang merupakan hal mendasar bagi fungsi dan 
tujuan dibentuknya perguruan tinggi. Implementasi kebebasan 
akademik sejalan dan diperkuat oleh prinsip kebebasan ber-
pendapat. Namun, tidak semua kebebasan adalah kebebasan  
akademik. Kebebasan akademik adalah hak yang melekat dan 
relevan dengan kerja akademik, yang utamanya dilakukan di 
lingkungan institusi akademik.

Kerangka normatif yang menjadi rujukan bagi kebebasan 
berpikir, kebebasan berpendapat dan akademik dapat ditemu-
kan dalam beragam instrumen internasional seperti United Na-
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tions Universal Declaration of Human Rights (1948), International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966), dan Inter-
national Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 
(ICESCR, 1966) yang sering dikenal sebagai “International Bill 
of Rights”.

Secara lebih spesifik, UNESCO (United Nations Educa-
tional, Scientific, and Cultural Organization) merumuskan ke-
bebasan akademik sebagai: 

“the right, without constriction by prescribed doctrine, to 
freedom of teaching and discussion, freedom in carrying out 
research and disseminating and publishing the results thereof, 
freedom to express freely their opinion about the institution or 
system in which they work, freedom from institutional censor-
ship and freedom to participate in professional or representa-
tive academic bodies.” (UNESCO: 1997)

Dalam tata hukum Indonesia, aturan mengenai kebebasan aka-
demik dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Un-
dang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio- 
nal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang 
Pendidikan Tinggi. Sistem hukum Indonesia dengan jelas  
mengonfirmasi bahwa kebebasan akademik merupakan salah 
satu hal penting dalam proses kegiatan akademik. Kebebasan 
akademik dibutuhkan agar anggota sivitas akademika dapat 
bebas memberikan pendapatnya dalam menjalankan kegiatan 
akademik.

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. 
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Secara lebih spesifik, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kebebasan akade-
mik didefinisikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam 
pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui 
pelaksanaan Tri Dharma Perguran Tinggi.

III. Kebebasan Akademik, Demokratisasi, dan Rule of Law

Institusi akademik merupakan wahana bagi bersemainya ide, 
gagasan, dan kajian yang relevan bagi pengembangan ilmu pe- 
ngetahuan dan solusi terhadap permasalahan sosial kemasya- 
rakatan serta kemajuan peradaban. Kebebasan akademik dan 
kebebasan berpikir dan berwacana merupakan conditio sine qua 
non atas muncul dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan tek- 
nologi. Kebebasan berpikir, kebebasan akademik dan kebebasan 
berpendapat memungkinkan terjadinya proses pertukaran ga-
gasan, beradu wacana dan argumen secara bebas, berkesinam-
bungan dan beradab. 

Secara normatif dan empirik, kebebasan akademik dan ke-
bebasan berpendapat sangat erat kaitannya dengan otonomi dan 
kebebasan berwacana bagi institusi akademik maupun para aka-
demisi dalam menjalani tugas dan fungsinya. Kebebasan akade-
mik dan otonomi institusi sangat esensial bagi eksisitensi pergu-
ruan tinggi dan komunitas intelektual untuk melaksanankan 
fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, riset, 
dan aktivitas lain yang relevan dan berkontribusi bagi kemajuan 
dan perbaikan masyarakat dan negara. 

Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi institusi akademik 
dan kerja-kerja intelektual meniscayakan adanya perlindungan 
terhadap kebebasan, kehormatan, dan keselamatan terhadap 
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seluruh sivitas yang berkiprah di dalamnya. Tanpa jaminan ter- 
hadap kebebasan, kehormatan, dan keselamatan yang memadai, 
institusi akademik, dan komunitas intelektual akan mengalami 
disfungsi.

Lebih jauh, kebebasan akademik dan kebebasan berpikir 
tidak hanya memberikan manfaat bagi institusi akademik, para 
akademisi, dan mahasiswa yang sedang belajar, tapi juga mem-
berikan manfaat kepada masyarakat luas. Manfaat itu diperoleh 
melalui produksi pengetahuan baru, inovasi, dan utamanya ke-
majuan teknologi, ekonomi dan pengambilan kebijakan yang 
relevan bagi kebutuhan masyarakat.

Kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik merupa-
kan hal esensial dalam masyarakat demokratis dan beradab. Ada 
hubungan yang saling menguatkan dan menyuburkan (cross-fer-
tilize) antara kebebasan akademik dengan demokratisasi. Kebe-
basan akademik dan otonomi institusi akademik merupakan 
bagian penting bagi pembangunan kehidupan masyarakat yang 
demokratis. Institusi akademik dan komunitas intelektual me- 
miliki tugas merawat dan mengembangkan tradisi dan kultur 
demokratis untuk menjaga eksistensi, fungsi, dan peran yang 
berkelanjutan dalam masyarakat dan negara. Konsekuensinya, 
institusi akademik dan komunitas intelektual juga dapat ber-
fungsi sebagai lembaga yang mengembangkan dan menyubur-
kan nilai-nilai demokratis di dalam masyarakat pada skala yang 
lebih luas. Kerja keras dan upaya terus-menerus perlu dilakukan 
oleh seluruh pemangku kepentingan yang relevan. 

Upaya membangun masyarakat demokratis, menegakkan 
rule of law dan penghormatan terhadap hak asasi manusia me- 
rupakan “tripod” penyangga bagi tegaknya kebebasan akade-
mik. Rule of law sangat terkait dengan proses demokratisasi dan 
perlindungan HAM dan bahkan esensial bagi proses tersebut. 
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Mengapa rule of law juga diperlukan bahkan menjadi faktor 
kunci untuk menjamin kebebasan akademik? Kebebasan akade-
mik tak dapat berjalan tanpa kebebasan sipil dan politik. Pada 
saat yang sama kebebasan tersebut harus dilindungi dan dijamin 
oleh proses yang berada pada kerangka rule of law. Implementasi 
rule of law dapat mencegah penggunaan kekuasaan secara se-
wenang-wenang. Aspek prosedural yang terlembaga dalam pro-
ses rule of law dapat mencegah ancaman terhadap kebebasan  
akademik dan kerja intelektual, utamanya dari para pihak yang 
mengatasnamakan otoritas pemerintah atau negara. Implikasi- 
nya, kebebasan akademik memfasilitasi perdebatan intelektual, 
memunculkan pandangan kritis, serta memungkinkan berkem-
bangnya pluralitas dari beragam pandangan, kajian dan ideologi 
yang menjadi penanda dan karakter masyarakat terbuka dan 
demokratis. Dalam konteks seperti itu, kebebasan akademik dan 
proses demokratisasi memerlukan jaminan rule of law dan seba-
liknya. Tanpa kebebasan akademik, sangat sulit untuk mengem-
bangkan masyarakat demokratis dan terbuka serta menghormati 
rule of law.

IV. Kebebasan Akademik dan Covid-19

Saat ini masyarakat di berbagai belahan dunia masih harus 
menghadapi dan menangani pandemi global Covid-19 yang 
telah berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan. Institusi pen-
didikan tinggi, akademisi, dan para mahasiswa juga harus be-
rupaya untuk melakukan adaptasi dan mengelola situasi yang 
telah berubah karena pandemi global Covid-19 ini dengan be-
ragam kebijakan, metode dan pendekatan yang relevan. Di atas 
semua itu, mereka tetap dituntut untuk melakukan kreativitas 
dan membuktikan relevansi kehadirannya, termasuk namun 
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tidak terbatas pada, bagaimana membantu mengatasai masalah 
pandemi global Covid-19 ini.

Dalam sejarah manusia, wabah yang menyebar dan mem-
bunuh banyak orang seperti saat ini bukanlah yang pertama. 
Catatan sejarah menunjukkan bahwa dunia pernah mengalami 
epidemi yang menyebabkan kematian ribuan bahkan jutaan 
orang di berbagai wilayah dunia. Dari waktu ke waktu, para 
ilmuwan, dokter, dan perawat di seluruh dunia telah bekerja, 
melakukan riset dan inovasi, untuk mengatasi dan melawan ber- 
agam virus dan penyakit mematikan lain. Pandemi global 
Covid-19 telah menimbulkan dampak yang tak terbayangkan 
sebelumnya dalam berbagai aspek kehidupan manusia bahkan 
menimbulkan turbulensi global, menguji kapasitas negara dan 
bangsa di seluruh dunia untuk beradaptasi dan mengatasi per-
masalahan yang muncul karenanya. 

Dimensi kesehatan memang berada pada posisi terdepan 
dalam menghadapi masalah pandemi global ini, namun dalam 
kerangka penanganan komprehensif terdapat interdependensi 
dengan beragam variabel yang lain seperti aspek-aspek sosial, 
ekonomi, lingkungan bahkan kerangka kelembagaan dan regu-
lasi yang menyertainya. Beberapa negara bahkan mengalami 
krisis sistemis yang sebelumnya tidak terbayangkan. Singkatnya, 
pandemi global Covid-19 telah menginspirasi kebutuhan untuk 
membangun ketahanan dan keberlanjutan (resilient and sustain-
able) masyarakat untuk bertahan dan menghadapi tantangan 
global yang makin rumit pada abad ke-21.

Dalam sistem kehidupan yang makin rumit dan canggih, 
tidak ada bukti bahwa resep tunggal berupa kebijakan tertentu 
mampu menyelesaikan persoalan wabah yang melanda berbagai 
wilayah dunia ini. Ada kebutuhan untuk melakukan kalkulasi, 
evaluasi, dan sinergi terhadap beragam aspek yang diperlukan 
untuk mengatasi masalah pandemi ini. Dalam konteks seperti 
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itulah, institusi pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat 
krusial untuk memperkuat ketahanan dan merawat keberlanjut- 
an masyarakat.

Membangun ketahanan dengan pendekatan multisistem 
dalam menghadapi beragam kejutan yang muncul memerlukan 
upaya saintifik luar biasa. Perguruan tinggi memiliki peluang 
dan kapasitas untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan kebu-
tuhan masyarakatnya. Perguruan tinggi secara kelembagaan 
memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi permasalahan, 
mengembangkan, dan berbagi gagasan serta menyediakan lan-
dasan bagi suatu kebijakan dan tindakan yang diperlukan. Ke-
cakapan yang dimiliki akademisi dalam berbagai bidang ke-
ilmuan sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan global 
dan membantu perumusan kebijakan yang didukung oleh bukti 
saintifik yang sahih dan relevan (Evidence-based policy). Kerja 
insan perguruan tinggi dalam proses penemuan obat-obatan 
baru, vaksin, dan penyebarluasan beragam pengetahuan yang 
diperlukan masyarakat merupakan bukti bagaimana perguruan 
tinggi berkontribusi dalam membangun ketahanan dan keber-
lanjutan masyarakat dan negara.2 

Kontribusi insan perguruan tinggi dari berbagai bidang 
dalam menyelesaikan beragam persoalan masyarakat dan mem-
perkuat ketahanan dan keberlanjutan kehidupan meniscayakan 
beragam kegiatan yang terorganisasi dengan baik, seperti pendi-
dikan, riset, tata kelola perguruan tinggi, kebijakan yang di-
dukung kajian saintifik, kolaborasi, dan jaminan kebebasan aka-
demik. Dalam konteks globalisasi dan globalisme yang telah 
terjadi di berbagai wilayah saat ini, perguruan tinggi juga harus 

2	  Statement adopted at the 39th LERU Rectors’ Assembly, hosted by Sorbonne University 
– 21st & 22nd May 2021. Tautan: https://www.leru.org/news/the-role-of-academic-
institutions-in-building-resilient-and-sustainable-societies. Diakses pada 6 September 
2021.
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mampu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan 
di tingkat nasional, lokal, dan global. Pada saat yang sama, per-
guruan tinggi juga harus mampu merawat dan menjaga kebe-
basan akademik demi kemajuan dan kontribusi yang relevan 
bagi pengembangan peradaban.

Namun, situasi pandemi tampaknya juga menghadirkan 
tantangan, ancaman, gangguan, bahkan serangan terhadap ke-
bebasan akademik dan kerja-kerja intelektual dalam beragam 
cara. Di masa mendatang pun penyelenggara, pimpinan, dan 
sivitas perguruan tinggi tetap harus waspada terhadap ancaman 
dan serangan terhadap kebebasan akademik dalam beragam  
cara dan bentuk serta merawat komitmen untuk memperta- 
hankan dan memperkuat kebebasan akademik tersebut.

V. Ancaman Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik yang melekat pada institusi akademik dan 
para intelektual pada dasarnya tidak hanya memberikan man-
faat pada institusi atau sivitas akademika yang tergabung di da-
lamnya. Kerja keras institusi akademik dan para intelektual 
berupa pengembangan pengetahuan baru, invensi, dan inovasi 
dalam berbagai bidang keilmuan dapat memberikan manfaat 
kepada masyarakat, bangsa, dan negara.3 

Namun, kebebasan akademik yang melekat pada institusi 
akademik dan kaum intelektual juga sering disalahpahami, bah-
kan ditanggapi dengan tidak semestinya. Tak jarang kebebasan 
akademik harus berhadapan dengan tanggapan yang tidak pro-

3	  Patrick Blessinger & Hans de Wit, “Academic freedom is essential to 
democracy,” 6 April 2018. Tautan: https://www.universityworldnews.com/post.
php?story=20180404101811251 
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porsional, ancaman, gugatan, dan penindasan dengan beragam 
cara. Pemikiran dan temuan-temuan intelektual yang lahir dari 
prinsip kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik itu ada 
kalanya tidak sejalan dengan kekuatan dan atau kepentingan 
lain. Tidak jarang pula posisi, pandangan, dan sikap kaum in-
telektual yang didasari prinsip kebebasan akademik ini harus 
berhadapan dengan kepentingan politik dan atau kepentingan 
lain dari pemegang kuasa penyelenggara negara. Akibat dari 
adanya perbedaan-perbedaan itu, tak jarang pula kebebasan aka-
demik harus menghadapi tekanan dan ancaman-ancaman. Te-
kanan dan ancaman-ancaman tersebut diarahkan kepada para 
akademisi yang melaksanakan kerja-kerja intelektual maupun 
pada institusi akademik yang menaunginya.

Tantangan, ancaman, gangguan, dan serangan terhadap ke-
bebasan berpendapat, kebebasan akademik, dan kerja-kerja in-
telektual dapat dilakukan oleh beragam pihak, baik oleh pihak 
internal perguruan tinggi, maupun oleh pihak eksternal yang 
memiliki kepentingan tertentu dan tidak nyaman dengan kiprah 
intelektual tersebut. 

Tekanan dan ancaman terhadap kebebasan akademik ini 
dapat berasal dari berbagai pihak yang merasa tidak nyaman 
dengan posisi, peran, dan pandangan kaum intelektual yang di- 
nyatakan secara terbuka. Tekanan dan intervensi kebebasan aka- 
demik dapat dilakukan melalui administrasi, pimpinan institusi 
akademik, penyandang dana, penguasa, atau penyelenggara ne- 
gara. Tak jarang pula, tekanan dan ancaman muncul dari kelom-
pok masyarakat tertentu yang terbentuk sebagai kerumunan 
atau crowd dan dilakukan dengan beragam cara, termasuk teror 
fisik dan pemanfaatan media massa dan media sosial oleh para 
penggiat media yang sering dikenal dengan sebutan buzzer. Te-
kanan dan atau ancaman semacam ini pernah dialami oleh para 
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mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.4 
Kesalahpahaman dan sikap tidak proporsional terhadap 

kerja intelektual dan kebebasan akademik ini tentu sangat disa- 
yangkan dan menghambat upaya pengembangan ilmu pengeta-
huan dan masyarakat yang lebih terbuka dan toleran.

Penyampaian wacana dan sikap kritis dari kaum intelektual 
terhadap suatu persoalan termasuk terhadap kebijakan pemerin-
tah dengan beragam cara dan gaya sudah selayaknya disikapi 
secara wajar dan proporsional. Mereka yang menyampaikan 
pandangan kritis dan sikap yang berbeda, bukan berarti sedang 
memusuhi, menghambat atau menentang upaya baik pemerin-
tah untuk mengatasi masalah. Pandangan kritis dan pemikiran 
berbeda yang disampaikan semestinya dipandang sebagai upaya 
menawarkan pilihan yang dapat dipertimbangkan. Jika kita per-
caya bahwa kebinekaan adalah kekayaan dan kekuatan, maka 
pandangan yang berbeda, dapat dimanfaatkan untuk saling me-
lengkapi dan menyempurnakan konsep dan kebijakan yang su- 
dah ada.

Dalam konteks kebebasan akademik dan kebebasan ber-
pendapat, pertukaran gagasan dan perbedaan pandangan dan 
pilihan paradigma adalah hal yang wajar dan harus dihargai dan 

4	 Lihat misalnya apa yang terjadi dengan mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang sedang 
merencanakan untuk menyelenggarakan diskusi ilmiah. Berita tentang ancaman dan 
tekanan ini dapat ditemukan pemberitaannya di antaranya di  https://www.tagar.id/
gerakan-makar-di-ugm-saat-jokowi-sibuk-atasi-covid19; atau : https://news.detik.com/
berita-jawa-tengah/d-5034438/fh-ugm-kecam-ancaman-dan-intimidasi-pada-diskusi-
mahasiswanya: atau : https://nasional.tempo.co/read/1347736/panitia-diskusi-cls-fh-
ugm-akan-dibunuh-simak-detil-ancamannya; atau : https://regional.kompas.com/
read/2020/05/30/08195621/diskusi-cls-ugm-dibatalkan-panitia-mengaku-sempat-dapat-
ancaman; atau : https://regional.kompas.com/read/2020/05/30/20200531/teror-diskusi-
cls-ugm-yogya-rumah-digedor-diancam-hingga-didatangi?page=all: Sementara tekanan 
terhadap mahasiswa UI, di antaranya dapat dilihat dalam: https://news.detik.com/
berita/d-5622242/bem-ui-ungkap-isi-pertemuan-dengan-rektorat-soal-the-king-of-lip-
service; atau: https://nasional.tempo.co/read/1477100/ini-surat-rektorat-yang-panggil-
bem-ui-karena-kritik-jokowi-king-of-lip-service/full&view=ok; 
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dirawat. Keterbukaan dan kesediaan untuk menerima dan 
menghargai perbedaan, dapat mencegah munculnya sikap fasis 
atas nama mendukung dan membela kebijakan pemerintah atau 
pihak yang sedang berkuasa. Perbedaan dan kebinekaan adalah 
keniscayaan dan kekuatan dalam mencari dan menemukan so- 
lusi. Kebinekaan harus dapat kita terima, serta mendorong kerja 
sama semua elemen kebinekaan itu, termasuk dalam cara pan-
dang terhadap masalah atau kebijakan tertentu. 

Pelanggaran Etika: Plagiarisme dan Pembusukan Akademik

Ancaman lain yang berpotensi merusak dan menghancurkan 
kebebasan akademik dan mencederai peran dan martabat kaum 
intelektual adalah terjadinya pelanggaran etik dan pembusukan 
karena proses internal di dalam institusi akademik, maupun ko-
munitas intelektual yang bersangkutan.

Salah satu faktor penting yang memicu kerusakan kebe-
basan akademik dan kemerosotan kredibilitas kaum intelektual 
adalah terjadinya pelanggaran etika akademik berupa tindakan 
plagiarisme. Praktik plagiarisme yang terjadi di lingkungan in-
stitusi akademik tanpa adanya upaya untuk mencegah dan 
menghentikan telah membuka tabir tentang karut-marut dan 
kekumuhan tata kelola dan standar pendidikan tinggi di Indone-
sia. Fakta tersebut mengkonfirmasi adanya pelanggaran norma, 
etika, dan standar mutu akademik yang parah dan perlu diper-
baiki, serta diberikan sanksi tegas dan menjerakan. Praktik pe-
langgaran etika akademik semacam itu jika dibiarkan, pada ak- 
hirnya akan menghancurkan kredibilitas dan reputasi institusi 
akademik dan komunitas intelektual.

Tindakan plagiarisme merupakan tindakan tidak jujur yang 
bertentangan dengan etika dan merusak standar mutu dan in-
tegritas akademik. Ketidakjujuran akademik (academic dishones-
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ty) dapat terjadi dalam rangka pendidikan, pengajaran, pembela-
jaran, riset, dan kegiatan akademik lain. Hal ini berlaku tidak 
hanya bagi mahasiswa, tetapi bagi setiap orang di lingkungan 
akademik. 

Pelaku tindakan semacam itu umumnya akan berusaha 
mencari beragam dalih untuk menjustifikasi perbuatannya. Ti- 
dak jarang, pelaku plagiarisme berdalih atau bersembunyi pada 
celah ketidaklengkapan regulasi yang tersedia. Plagiarisme ada-
lah pelanggaran etik, metode, dan standar mutu akademik. Pen- 
dekatan legal tidak akan selalu menuntaskan masalah karena 
pembuktiannya memerlukan proses hukum dan penegakan hu- 
kum yang berliku dan panjang. 

Namun, kurangnya regulasi tentang plagiasi, sama sekali 
tidak dapat membenarkan plagiarisme yang juga tidak boleh di- 
biarkan berlanjut dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi 
yang membangun tradisi kecendekiawanan yang otentik.

Melihat maraknya gejala tindakan plagiasi dan kemung- 
kinan dampaknya, sangat penting bagi setiap institusi akademik 
untuk mencegah dan menetapkan sanksi yang tegas, adil, dan 
konsisten supaya dapat menimbulkan efek jera agar tidak terjadi 
pengulangan tindakan serupa. Plagiarisme perlu mendapat per-
hatian serius karena berdampak buruk terhadap mutu dan repu-
tasi pendidikan tinggi dan komunitas intelektual. Dampak bu- 
ruk yang mungkin terjadi di antaranya adalah demoralisasi pen-
didikan tinggi, menurunnya standar proses dan mutu akademik, 
sehingga institusi akademik makin tidak kompetitif dan tidak 
kredibel. Pada ujungnya komunitas intelektual dapat kehilangan 
karakter dan kredibilitasnya, pendidikan dan pengembangan 
ilmu akan mengalami involusi, reputasi institusi akademik ma- 
kin terdegradasi karena tak mampu menjaga standar mutu, stan-
dar proses, dan kualifikasi yang koheren.
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Sejatinya misi fundamental perguruan tinggi adalah me- 
nyelenggarakan pendidikan akal budi, merawat, dan mengem-
bangkan karakter mulia manusia, melakukan pencarian dan  
pengungkapan kebenaran melalui penelitian yang dilakukan, 
dan menyumbangkan hasil-hasil pencarian kebenaran itu bagi 
kemajuan peradaban dan kemakmuran bangsa. Penyelengga-
raan misi pendidikan tinggi itu dibingkai oleh nilai-nilai etis, 
kaidah akademik, dan tata kelola yang menjaga standar mutu 
dan reputasinya. Nilai-nilai etis dan integritas akademik menja-
di panduan dan harus selalu dirawat dan dijaga serta diperta- 
hankan oleh sivitas akademika.

Pendidikan merupakan kunci pokok dalam membentuk 
masyarakat yang beradab dan berdaya saing. Semua negara be-
rupaya memajukan pendidikan dengan segala daya. Negara yang 
maju, disegani, dan mampu bersaing di tingkat global adalah 
negara yang mampu menyediakan pendidikan bermutu di se- 
mua jenjang bagi warganya. Tidak ada negara maju yang tidak 
didukung sistem pendidikan yang kuat dan bermutu. Keunggul- 
an sistem pendidikan tinggi menjadi salah satu tolok ukur kema-
juan dan keunggulan suatu negara di hadapan negara-negara 
lain. 

Kemajuan pendidikan termasuk standar etik dan mutu pen-
didikan tinggi dapat meningkatkan martabat negara dan bangsa. 
Kerusakan pendidikan, menjadi “jalan tol” bagi kemunduran 
bangsa dan hancurnya peradaban. Di hadapan kompetisi global 
yang kian ketat, pendidikan tinggi di Indonesia diharapkan da- 
pat menjadi tulang-punggung inovasi dan kemajuan produksi 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Sungguh memprihatinkan, 
jika ternyata lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia masih 
harus berjuang untuk menegakkan standar etik dan jati diri 
yang sangat mendasar. Masa depan pendidikan, peradaban, dan 
martabat bangsa menjadi taruhannya.
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Transaksi Gelar dan Jabatan Akademik secara Tidak Patut

Salah satu gejala pembusukan yang terjadi pada institusi akade-
mik adalah terjadinya praktik pemberian gelar akademik secara 
transaksional dan mengabaikan standar mutu dan proses akade-
mik yang kredibel serta mencederai marwah institusi akademik 
dan martabat intelektual yang terhormat.

Setiap orang memiliki hak mengikuti proses pendidikan 
sampai jenjang tertinggi dan memperoleh pengakuan formal 
atas seluruh proses yang dijalani dengan penganugerahan gelar 
akademik dari institusi akademik. 

Sementara itu, gelar dan jabatan akademik diperoleh secara 
instan, transaksional, mengabaikan standar mutu akademik, dan 
mengkompromikan independensi dan otonomi institusi akade-
mik merupakan salah satu faktor penyebab rusaknya kebebasan 
akademik dan marwah sivitas institusi akademik.

Pemberian gelar akademik seperti doktor dan profesor oleh 
sebagian perguruan tinggi di negeri ini telah membuka tabir ten-
tang karut-marut dan kekumuhan pendidikan tinggi di Indone-
sia. Fakta tersebut, mengonfirmasi adanya upaya “transaksi gelar 
akademik” dengan mengabaikan norma, etika, dan standar mu- 
tu akademik yang relevan, sahih, dan otentik. Suatu formalisasi 
terhadap capaian akademik yang tidak orisinal dan tidak “genu-
ine”.

Secara normatif-empirik, proses pendidikan tinggi dan pen-
capaian gelar akademik mensyaratkan standar mutu yang men-
cakup input, proses, dan capaian program yang jelas dan ko-
heren, serta konsisten dalam implementasinya. Namun, gaya 
hidup instan, rupanya juga telah merasuk  sebagian masyarakat 
kita. Selalu ada orang-orang yang ingin mendapatkan gelar aka-
demik dari perguruan tinggi dengan jalan pintas untuk beragam 
alasan dan kepentingan. Orang-orang seperti ini bersedia mem-
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bayar atau menawarkan imbalan asal bisa mendapat gelar. Pada 
sisi yang lain, godaan material telah menjebak kalangan internal 
perguruan tinggi (dosen dan pengelola) untuk melakukan kom-
promi yang menggadaikan standar mutu, proses, bahkan etik 
dan reputasinya kepada mereka yang memiliki kemampuan dan 
kuasa dan bersedia membayar atau memberikan imbalan ter-
tentu untuk mendapatkan gelar tersebut.

Gelar akademik diperoleh dengan menggunakan cara-cara 
yang mengingkari kaidah dan logika akademik. Gelar akademik 
didapat bukan berdasarkan kaidah, proses, dan standar capaian 
akademik yang otentik, tetapi berdasarkan proses transaksional 
layaknya penjaja dan pembeli barang atau jasa. Praktik semacam 
ini telah membuka ruang bagi tindakan legalisasi kegiatan aka-
demik palsu dan tak bertanggung jawab, bahkan menjustifikasi 
tindakan kriminal seperti pemalsuan karya akademik dan prak-
tik jual-beli ijazah. 

Pemberian gelar dan jabatan akademik melalui proses yang 
instan, tidak patut, dan mengabaikan nalar dan kaidah akade-
mik patut diduga melibatkan kepentingan-kepentingan non- 
akademik yang menggadaikan reputasi dan merusak sistem pen-
didikan tinggi yang bermutu dan kredibel. Lebih mempriha- 
tinkan lagi, praktik-praktik semacam itu justru diinisiasi oleh 
dan melibatkan para pengelola perguruan tinggi yang bersang-
kutan dan didukung oleh institusi yang seharusnya bertanggung 
jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Inilah ke-
merosotan parah atas standar mutu, budaya, dan integritas aka-
demik yang berpotensi memicu proses penghancuran sistemis 
pendidikan di negeri ini.

Pendidikan tinggi bukanlah pendidikan biasa. Ia menuntut 
suatu pribadi kesarjanaan dan tradisi kecendekiawanan dengan 
adab dan karakter yang mulia. Memperoleh gelar kesarjanaan 
dari perguruan tinggi adalah kehormatan dan pengakuan atas 
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capaian orisinal, bahkan secara tradisional para sarjana men- 
dapatkan sebutan sebagai orang “yang amat terpelajar”. Suatu 
sebutan yang menyiratkan komitmennya pada nilai-nilai etis, 
standar mutu, dan integritas akademik.

Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk berkontribusi 
pada kemajuan bangsa dan perbaikan peradaban. Namun, pe- 
nyelenggaraan pendidikan tinggi yang membiarkan terjadinya 
pelanggaran nilai, tradisi, dan kaidah akademik yang dilakukan 
oleh sivitas akademika cepat atau lambat justru akan meruntuh-
kan standar mutu dan menghancurkan peradaban bangsa. Peng-
abaian terhadap jati diri dan misi dasar tersebut telah merendah-
kan martabat perguruan tinggi dan mereka yang memperoleh 
gelar akademik darinya, bahkan menjebak perguruan tinggi tak 
ubahnya sebagai penjaja sertifikat belaka. Tanpa komitmen un- 
tuk merawat dan mempertahankan nilai-nilai etis dan integritas 
akademik, institusi pendidikan tinggi akan terperosok pada 
praktik transaksional nir-etika dan pembusukan akademik.

Pengkhianatan Kepentingan Publik dan Praktik Koruptif 

Salah satu peran penting para akademisi di ruang publik adalah 
menjaga akal sehat dan hati nurani. Peran itu dilakukan dengan 
menyuarakan pikiran jernih dan kritis. Kaum intelektual dan 
cendekiawan memanfaatkan kebebasan akademik dan kebe-
basan berpendapat untuk menghadirkan pemikiran yang jernih 
dan mencerahkan, mengedepankan kesadaran nurani sebagai 
tanggung jawab profetik. Kaum intelektual terpelajar diharap-
kan bersuara jernih dan bijak di ruang publik berdasarkan akal 
sehat dan hati nurani, bahkan manakala diperlukan harus berani 
melibatkan diri dalam kontestasi hukum di lembaga peradilan 
dengan mengajukan Amicus Brief untuk menyampaikan penge-
tahuan dan pendapatnya dalam upaya membela kebenaran dan 
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keadilan. Penyampaian pandangan dan sikap yang orisinal terse-
but dilakukan bukan untuk mendukung atau menentang sese- 
orang atau kelompok tertentu, tapi demi kebaikan bersama un- 
tuk kemajuan perbaikan peradaban, dan kemaslahatan ma-
syarakat, bangsa dan negara.

Bersikap kritis tidak berarti menentang atau tidak men-
dukung upaya baik negara. Sikap kritis dan jernih justru mem-
bantu menguatkan negara dalam menyeimbangkan dan meres-
pons tekanan vested interest group dalam proses keputusan po- 
litik yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara. 
Sikap kritis tersebut membantu mengontrol dan mendorong 
para pemegang kuasa untuk berfungsi sebagaimana tujuan yang 
semestinya seperti mandat yang diharapkan oleh seluruh warga 
negara. 

Jika perilaku koruptif dianggap sebagai penyakit bangsa ini, 
akademisi dan kaum intelektual harus berani bersuara lantang 
mengkritik keputusan politik yang nyata-nyata melanggengkan 
dan atau membuka ruang bagi perilaku koruptif itu. Bagi para 
intelektual, inilah panggilan zaman untuk mengawal dan mema-
jukan peradaban bangsa. Sebaliknya jika para intelektual mem-
biarkan terjadinya praktik koruptif, bahkan menjadi bagian dari 
atau memberikan justifikasi terhadap perilaku koruptif tersebut, 
maka mereka telah mengkhianati kepercayaan publik dan tang-
gung jawab profetiknya. Mereka tidak mampu menghadirkan 
pemikiran jernih dan mencerahkan karena telah menjadi bagian 
dari perilaku koruptif dan proses ekstraktif yang menghancur-
kan peradaban dan menghambat kemajuan bangsa dan negara.

Fenomena Hired Guns dan Pelacuran Akademik

Secara normatif, para akademisi punya tanggung jawab dan hak 
untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan kapasitasnya, 
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namun wajib bersikap obyektif, independen dan tidak memihak 
(independent; impartial). Mereka mempunyai kesempatan untuk 
menyampaikan pendapat atau kajian yang benar, relevan, sahih, 
dan objektif sesuai dengan kapasitas dan kompetensi keilmuan-
nya. Dalam kapasitasnya sebagai intelektual, seorang akademisi 
memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pendapat 
yang jujur dan objektif dalam menerangkan suatu masalah yang 
sedang diperdebatkan, suatu pendapat atau keterangan yang se-
mata-mata berdasar pada kebenaran ilmiah dan etika akademik.

Benarkah semua akademisi selalu menyampaikan pendapat 
yang jujur, objektif, dan tidak memihak? Tidak jarang kita diha-
dapkan pada kritik tentang peran akademisi dalam suatu perma-
salahan. Kritik terhadap peran akademisi muncul karena di- 
tengarai adanya pemihakan atau kehadirannya telah secara se- 
ngaja dimanfaatkan untuk melindungi atau menjustifikasi ke- 
pentingan tertentu. Pemihakan yang dilakukan dengan cara 
yang tidak jujur, subjektif, mengabaikan integritas akademik, 
dan dikaitkan dengan imbalan tertentu inilah yang sering dise-
but sebagai gejala hired guns (senjata sewaan). Orang terpelajar 
seperti ini memberikan opini semata-mata untuk melakukan 
justifikasi suatu kepentingan atau menguntungkan pihak ter-
tentu, namun mengabaikan integritasnya, sehingga diibaratkan 
sebagai senjata sewaan.

Tindakan semacam ini tidak jarang dilakukan oleh orang 
terpelajar, punya gelar akademik mentereng, tapi justru mengga-
daikan integritas akademik dan menyediakan diri dan kapasitas 
akademiknya demi imbalan tertentu. Mereka hadir semata-mata 
untuk memperoleh kompensasi, yang umumnya berupa sejum-
lah uang, atas pendapat yang mereka berikan. Mereka bersedia 
memanipulasi argumen dan narasi akademik bukan untuk me- 
nyampaikan kebenaran, tapi semata-mata demi imbalan tertentu 
yang diberikan padanya. Akademisi semacam ini akan melayani 
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siapa saja yang mau dan mampu menyewa atau memberikan 
kompensasi atas justifikasi yang diberikan tanpa memedulikan 
kaidah dan etika akademik. Para akademisi semacam ini tidak 
segan-segan mengorbankan independensinya dan mengkom- 
promikan pendapatnya, semata-mata untuk mendukung kepen- 
tingan para pihak yang sanggup menyediakan kompensasi demi 
keuntungan pribadi mereka.

Integritas Akademik

Hal terpenting yang harus diingat oleh akademisi, dalam me- 
nyampaikan pendapat yang relevan dengan kepakarannya ada-
lah bagaimana mempertahankan dan menjaga integritas akade-
mik (academic integrity). Integritas akademik adalah komitmen 
dalam situasi apa pun untuk berpegang pada lima nilai dasar, 
yaitu kejujuran (honesty), kepercayaan (trust), keadilan ( fair-
ness), kehormatan (respect), dan tanggung jawab (responsibility). 
Lima nilai dasar ini menjadi landasan perilaku akademisi dan 
diterjemahkan dalam tindakan. Ketika memberikan kesaksian, 
harus dilakukan dengan jujur, dapat dipercaya, objektif, menjun-
jung kehormatan, dan bertanggung jawab atas apa yang dinya-
takan sebagai kesaksian ahli tersebut. 

Nilai-nilai ini juga terkait erat dengan misi kelembagaan 
(institusi akademik), kebijakan dan praksis, sehingga integritas 
akademik dapat dijaga dan dirawat. Pendapat para akademisi 
yang berpegang dan taat pada lima nilai dasar secara konsisten, 
merupakan kontribusi bagi upaya pencarian kebenaran (the pur-
suit of truth) dan bermuara pada pengungkapan kebenaran (re-
vealing the truth). Seorang akademisi berkewajiban menyam-
paikan opini objektif dan membangun argumen ilmiah yang 
jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam rangka pencarian dan 
pengungkapan kebenaran. Sebaliknya, jika yang dilakukan ada-
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lah tindakan atau sikap yg bertentangan dengan integritas aka-
demik, maka ada tiga kemungkinan, yaitu penyesatan (misrepre-
sentation), pengkhianatan integritas akademik (academic integ- 
rity betrayal), atau pelacuran akademik (academic prostitute).  
Akademisi menyampaikan pendapatnya bukan untuk menyam-
paikan kebenaran, namun untuk memperoleh sejumlah uang. 
Seperti kata pepatah “I’m selling myself, more often than not to the 
highest bidder, purely for thrill and money.” 

VI. Penutup

Kebebasan akademik memfasilitasi terjadinya persemaian ide 
dan kajian otentik, perdebatan intelektual yang beradab, serta 
memunculkan pandangan kritis dari sivitas akademika yang ter-
libat di dalamnya. Kebebasan akademik juga menjadi episen-
trum dinamika intelektual serta memungkinkan berkembang- 
nya pluralitas dari beragam pandangan, kajian, dan ideologi 
yang menjadi penanda dan karakter masyarakat terbuka dan 
demokratis. 

Kebebasan akademik menjadi katalisator bagi proses pem-
bentukan masyarakat yang demokratis dan terbuka serta me-
merlukan jaminan rule of law. Tanpa penghormatan terhadap 
kebebasan akademik, sangat sulit untuk mengembangkan ma-
syarakat demokratis dan terbuka dan menghormati rule of law. 
Ada hubungan yang saling menguatkan antara rule of law, peng-
hormatan hak asasi manusia, kebebasan akademik, dan ma-
syarakat demokratis dan terbuka.

Kaum terpelajar dan intelektual dapat memanfaatkan kebe-
basan akademik untuk menghadirkan pemikiran yang jernih 
dan mencerahkan, mengedepankan kesadaran nurani sebagai 
tanggung jawab profetik untuk membela keadilan dan kebe-
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naran. Mereka dapat memanfaatkan kebebasan akademik untuk 
menghadirkan pemikiran jernih dan mencerahkan yang relevan 
bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk membantu me- 
nyelesaikan persoalan masyarakat dan memajukan peradaban. 
Namun, mereka juga punya peluang untuk melakukan pembu-
sukan manakala mereka memilih menjadi bagian dari perilaku 
koruptif dan ekstraktif yang mencederai integritas dan etika  
akademik, mengkhianati kepercayaan publik, dan menghancur-
kan peradaban.
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TENTANG STH INDONESIA JENTERA

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera didirikan atas dasar keper-
cayaan bahwa hukum di Indonesia harus terus dirawat dan dibangun 
agar dapat menjadi medium penggerak dalam mencapai Indonesia 
yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera. Karena itu, pendidikan 
hukum yang berkualitas menjadi sangat penting untuk menghasilkan 
praktisi hukum yang mempunyai kecakapan dan integritas tinggi 
dalam mendukung upaya reformasi hukum di Indonesia.

Jentera didirikan pada 1 Juli 2011 dan dikelola oleh Yayasan 
Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), sebuah institusi 
dengan berbagai pengalaman dalam bidang penelitian, advokasi, pela-
tihan, dan sistem informasi hukum. Mulai tahun akademik 
2015/2016, Jentera menyelenggarakan program studi Strata 1 (S1) 
Ilmu Hukum setelah memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Pendi-
dikan Tinggi (DIKTI) pada 10 Juni 2014. Perizinan itu berdasarkan 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor: 145/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi 
Hukum Indonesia Jentera.

Didukung deretan akademisi dan praktisi hukum terkemuka, lu-
lusan Jentera diharapkan mampu berjuang agar hukum dapat be-
nar-benar menjadi alat untuk mencapai keadilan, bukan hanya bunyi 
pasal semata.
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